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[bookmark: _GoBack]Pembangunan nasional sebagai bentuk perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia membutuhkan dana pembangunan yang diperoleh dari sumber penerimaan negara yang berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak.Salah satu Penerimaan Negara Bukan pajak adalah Penerimaan Negara BukanPajak dari Pertambangan Batu bara dan Mineral.Permasalahannya adalah bagaimana kajian analisis yuridis terhadap perubahan tarif penerimaan negara bukan pajak mineral dan batu bara terhadap penerimaan negara bukan pajak dari komoditas batubara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral? Dan bagaimana kajian analisis yuridis terhadap dampak dari penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor PertambanganBatu Baradan Mineral terhadap keuangan negara pasca Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral? Metode yang digunakan adalah penelitian hokum normatif. Kesimpulannya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batubara (minerba) tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2019, PNBP minerba terkumpul sebanyak Rp 45,02 triliun, turun 9,96% dibanding realisasi tahun 2018 yang mencapai Rp 50 triliun. Direktur Penerimaan Minerba Kementerian ESDM Jonson Pakpahan menyampaikan, capaian PNBP terjadi penurunan lantaran tren harga komoditas, khususnya batubara yang tertekan di tahun 2019, ditambah lagi di tahun 2020 muncul wabah penyakit menular covid-19. Ada beberapa dampak dari penurunan penerimaan Negara bukan pajak pada sector pertambangan batu bara dan mineral terhadap keuangan negara, salah satunyabagipengusaha tambang dengan kenaikan royalti, maka biaya produksi juga akan naik. Dengan biaya produksi yang naik, maka striping ratio akan turun, sehingga batu bara yang diambil/ produksi akan sedikit.
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